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ABSTRAK

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan
peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan
nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.

Penyalahgunaan tindak pidana faktur pajak fiktif ini bukan hanya melibatkan
Pengusaha Kena Pajak (PKP) semata melainkan juga oknum petugas pajak, serta
pihak-pihak lainya yang berhasil diungkap oleh aparat hukum yang berwenang.
Meskipun oknum yang terkait dengan penyalahgunaan faktur pajak fiktif tersebut
sudah dijatuhi hukuman, ternyata efek jera yang ditimbulkan tidak berpengaruh.,
dengan kata lain permasalahan ini masih terus saja terjadi.

Pemeriksaan terhadap faktur pajak dilakukan oleh PNS di lingkungan Ditjen Pajak
atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan
kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pemeriksaan tindak pidana faktur pajak fiktif terdapat pemeriksaan bukti

permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana perpajakan.

Kata kunci : Pemeriksaan Bukti Permulaan, Tindak Pidana Faktur Pajak
Fiktif,




DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ....ceiiitieeereerreniectiiiieteeiannnneeeeeeccesessmnsesesssesessssssssssnnsssssns i
HALAMAN PERSETUJUAN ...ccvtiiiitiiieeeeeccccteeeressennsnsessnncinnsnns ii
ABBTRAR. . oo e s s s s S5 55555 ok s 5508 F 5y 255 305 iii
DAFTARISI ..o iiiiiiiiieiieeteretrennresennssecsecssosssssssensannacnnsansenns v
BAB1 PENDAHULUAN 1
A  LotAr Belalip ... oot s 1
B Rumusan Masalah ........cccccooiieeniinniienieeneeeccneeceeereeeee e 6
C  Ruang LingKup .......ccoceeeeoeieieieeeeeececeeeeceeeeesene e 6
D  Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........ccccceeeeceeeeeeeneecneenennee. 6
E  Kerangka Teoritis dan Konseptual .........cccocoeevvivinvennnneesuennnn. 7
F  Metode Penelitian ...........coceeveeneenenncenenseeceecsneceesseneensessennns 33
G. Sistematika PenlISAN ...cconcnsismsonsssamsmses msss iipmmbnms i 36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 38
A. Tinjauan Umum Bukti Permulaan .................ooooiiini 38
1. Pengertian dari Bukti Permulaan ....................ooiieie. 38
2. Kewajiban dan Kewenangan pemeriksa Bukti Permulaan .... 39
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana ....... 47
1. Pengertian Tindak Pidana ............c.coooiimeeeiennnnnn. 47
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 53

iv

-------------------------------



C. Tinjauan Umum Tentang | 1T R 59

1. Pengertian Pajak .......c.ocoeiiiiiiiiiiiiiii 59

9. Landasan Hukum Pemeriksaan Pajak ........................ 64

3. Subjek Pajak ..cevneeeimniiiniiiii 67

4. FungsiPajaK .....cooovemirinereiniiiinnnin 68

5. JenisPajak ......ceevrnemerrnereeniiiniiiiiiiii s 73

D. Pengertian Faktur Pajak dan Faktur Pajak Fiktif ..................... 79

1. Pengertian Faktur Pajak ........ccccoeiecicniieioiiniiinnnneee. 79

2. Pengertian Faktur Pajak Fiktif ..............c..cooooii 83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................. 85

A.  Kriteria Bukti Permulaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pajak FIKAL ... .oocoumma omsssms ammmonmis was s oo s daty s v swn 85

B.  Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penerbit Faktur Pajak

FARELE s cons sisnn s s o sism wmisisaisscn s oo 5000 i i imis s 95

BAB IV PENUTUP ......ccececuiececncnncocecesesececcsnscsssessscscne 124
A. Kesimpulan ..........coiiiiiiiiiiiiiiiii e, 124

B,  DOTOESERI oo soon o msinims s o505 s50hs sua 08005058 5 b b b s 125
DAFTAR PUSTAKA ...ovcsssonsunssnsavsssosnmnsorussnasasssssnassmmasvsvsssosns 126



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan
berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat
baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan
anggaran pembangunan yang cukup besar.

Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk
pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari
dalam negeri, yaitu pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “ kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Adapun pengertian pajak menurut Adriani adalah :

luran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapat prestasi secara langsung. Dengan
demikian pajak merupakan kewajiban warga negara yang harus
dibayarkan kepada negara. Negara mempunyai tugas menyelenggarakan
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk itu memerlukan
biaya. Biaya ini diperoleh dari masyarakat melalui pemungutan pajak,

artinya pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membiayai
rumah tangga negara.’

1 Sri Harini, 2006,Pengantar Hukum Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, him. 63



Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan
dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap
warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.?

Melekatnya kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada
negara tidak menutup kemungkinan dirasa sebagai beban bagi beberapa wajib
pajak, sehingga timbul suatu kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan
yang dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak secara melawan hukum.
Berkembangnya bidang perpajakan dalam masyarakat, mempunyai peranan
yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar,
namun disisi lain kewajiban pajak juga rentan terhadap berbagai tindak pidana
salah satunya tindak pidana faktur pajak fiktif.

Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu
peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang
dilakukan  oleh  seseorang  yang  tindakannya  tersebut  dapat
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan
sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang

Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak.

2 Djoko Slamet Surjoputro, 2009, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak,
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta , him 3.



pada

Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat

penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi
yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan
pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan
lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Adapun jenis-jenis perbuatan yang terdapat di dalam tindak pidana

perpajakan melihat dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menjadi Undang-Undang, yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

a.

perlu

Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan
tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak;

. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap;

. Menolak untuk melakukan pemeriksaan;
. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar;

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen
lainnya; atau

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.Sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana faktur pajak fiktif,

dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan,



mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktur Pajak merupakan
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti
pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kasus pemalsuan faktur pajak terjadi karena Wajib Pajak terbukti
menggunakan dokumen Faktur Pajak tidak sesuai dengan transaksi yang
sebenarnya. Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan
adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur
Pajak yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan
merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.*

Penyalahgunaan tindak pidana faktur pajak fiktif ini bukan hanya
melibatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) semata melainkan juga oknum
petugas pajak, serta pihak-pihak lainya yang berhasil diungkap oleh aparat
hukum vyang berwenang. Meskipun oknum yang terkait dengan
penyalahgunaan faktur pajak fiktif tersebut sudah dijatuhi hukuman, ternyata
efek jera yang ditimbulkan tidak berpengaruh., dengan kata lain permasalahan
ini masih terus saja terjadi.

Pemeriksaan terhadap faktur pajak dilakukan oleh PNS di lingkungan

Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi

3 Waluyo.. 2012,Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta, him. 315
4 Wirawan B., llyas dan Richard Burton.. 2010, ,Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta,
,him. 182



tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di
bidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pemeriksaan tindak pidana faktur pajak fiktif terdapat
pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti
permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan.

Pengertian dari bukti permulaan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 26
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan bahwa bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau
bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk
adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di
bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat merugikan
keuangan negara.

Sedangkan pengertian pemeriksaan bukti permulaan menurut Pasal 1
angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapakan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, Pemeriksaan bukti
permulaan ini dapat meliputi dugaan perbuatan tindak pidana di bidang
perpajakan dan modus operandinya, jenis pajak serta masa pajak, bagian tahun

pajak, atau tahun pajak. Namun jika wajib pajak sedang dilakukan



pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan oleh petugas pajak, maka tidak
boleh memberikan Klarifikasi. Wajib pajak hanya dapat memberikan
keterangan beserta dokumen pendukung kepada Pemeriksa Bukti Permulaan

atau Penyidik yang bersangkutan.

B. Perumusan Masalah
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan
dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk bukti permulaaan terhadap pelaku tindak
pidana faktur pajak fiktif tersebut ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penerbit faktur

pajak fiktif tersebut ?

C.Ruang Lingkup
Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak , kekhususan
meneliti mengenai kriteria bukti permulaaan terhadap pelaku tindak pidana
faktur pajak fiktif dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana faktur
pajak fiktif, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal lain yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian



a. Untuk menganalisis dan menjelaskan kriteria bukti permulaaan terhadap
pelaku tindak pidana faktur pajak fiktif.

b. Untuk menganalisisi dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku
tindak pidana penerbit faktur fiktif tersebut

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dalam
pengembangan hukum terutama hukum perpajakan di Indonesia.

b. Secara Praktis
Penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparatur

penegak hukum maupun aparatur perpajakan di Indonesia.

E.Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Pembuktian
Kata “pembuktian ” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang
menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem”
dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara
membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”,
demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan

akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.”®

> Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
diterbitkan oleh Departemen P&K, , Balai Pustaka, Jakarta, him. 133



Pengertian pembuktian menurut Subekti ialah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan. ® Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah

Usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim
sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara
yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan
untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut’. Sedangkan
menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa
benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang
bersalah  melakaukannya, sehingga harus mempertanggung
jawabkannya.”

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan,
dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:

a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian
yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak
memungkinkan adanya bukti-bukti lain

b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian
yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak
melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang
mempunyai tingkatan-tingkatan:

i. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka
kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
ii. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka
disebut conviction raisonnee.
iii. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang
memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu
peristiwa yang terjadi.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam
perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana)
adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati

atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata

® R.Subekti, 1983, Hukum pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, him.7.
7 Andi Sofyan, 2013,Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ,Rangkang Education,
Yogyakarta, him. 242
8 Ibid,him. 241.



(hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil,
artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para
pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup
membuktikan dengan ‘preponderance of evidence®, sedangkan hakim
pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti
(beyond reasonable doubt)®
Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana
yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan
bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima menolak dan
menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian
adalah, sebagai berikut:
I. Undang-undang
ii. Doktrin atau ajaran
iii. Yurisprudensi.t
Dalam hukum acara pidana, secara teoritis dikenal adanya 4 (empat)
macam teori pembuktian, yaitu :
a). Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara
positif “wetteleijk stessel”
Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem
pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran
bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya
alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai
membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat

mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan
hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan

° Ibid
10 Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003,Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk
Mahasiswa dan Praktisi ,Mandar Maju, Bandung, him.10.
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terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan
pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah
menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.
Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini
mempunyai keuntungan untuk mempercepat perkara dan bagi
perkara pidana yang ringan dapat memudahkan Hakim dalam
mengambil keputusan, karena resiko kekeliruannya kemungkinan
kecil sekali.

b).Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim “Conviction
intime” Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-
tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya
tergantung pada penilaian "keyakinan™ hakim semata-mata. Jadi
bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa
sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim
tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.
Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti
tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat
dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim
menjadi subyektif sekali.
Sistem pembuktian ini memberi kebebasan kepada Hakim terlalu
besar sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau
penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal
ini Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya
bahwa ia (terdakwa) telah melakukan tindak pidana sesuai dengan
apa yang didakwakan.
Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak
memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan
perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini
terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan
berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas
yang aneh.!

c). Sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas
tertentu atas alasan logis “laconviction raisonel”
Sistem pembuktian Conviction In Raisone masih juga
mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-
satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi
keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang
nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan
hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak
diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh

1 Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,:Ghana Indonesia,
Jakarta, him. 241.
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undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di
luar ketentuan undang-undang.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone
harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu
sendiri harus “reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang
dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan
keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut
dengan sistem pembuktian bebas.?

d). Pembuktian menurut undang-undang secara negative “negatif
wettelijk stessel”.
Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan
sistem Conviction resionee. Salah tidaknya terdakwa ditentukan
oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Dengan demikian bahwa sistem pembuktian yang dianut
peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian negative
wettelijk stessel atau sistem pembuktian menurut undang-undang
secara negative, diharuskan bahwa kesalahan terbukti dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti
minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa
telah terjadi tindak pidana dan benar terdakwa tersebut adalah
pelakunya.®

Tolak ukur dalam teori pembuktian ada enam butir pokok yang
menjadi alat ukur, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan
keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar
(bewijsgronden)

b) Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk
mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana
yang sudah lampau (bewijsmiddelen)

c) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti
kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering)

d) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti
dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan
(bewijskracht)

e) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk
membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan
(bewijslast).

12 Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata,: Citra Aditya,
Bandung,hlm. 56.
13 Op.cit, him. 36
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f) Bukti minimum vyang diperlukan dalam pembuktian untuk
mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum) 4

Keenam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian
tersebut harus diperhatikan dalam suatu sistem peradilan karena pembuktian
merupakan inti dari hukum acara pidana yang mana dalam pembuktian
tersebut bertujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim
kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya terdakwa

b. Teori Sanksi
Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana
berupa denda pidana, pidana kurungan, pidanan penjara dan sanksi
administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi
administrasi lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
1) Sanksi Pidana dan Sanksi perpajakan
a) Pengertian Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang
ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan
yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut
diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
Pengertian sanksi pidana dalam Black’s Law Dictionary
Henry Campbell Black adalah “punishment attached to

conviction at crimes such fines, probationand sentences- “suatu

14 Bambang Poernomo, 2005, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty,
Jogjakarta, him.39
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pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahatatau
kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan
pidana penjara.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan
bahwa pengertian Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu derita
kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu
kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses
peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus
diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana
tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.
Penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menekan
meningkatnya kejahatan di masa depan.

L. Packer di dalam bukunya “The Limit Of Criminal Sanction”,
berpendapat:

i) sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang
ataupun dimasa yang akan datang tampa pidana.

i) sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita
miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan
segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

Iii) Sanksi pidana suatu ketika merupakan panjamin yang utama/terbaik atau
prime theatener dari kebebasan manusia. la merupakan penjamin

apabiladigunakan secara hemat cermat atau prudently dan secara
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manusiawi, ia merupakan suatu pengancam, apabila digunakan secara
sembarangan dan secara paksa.
b). Pengertian Sanksi Perpajakan

Seperti di ketahui bahwa sistem perpajakan yang berlaku di
Indonesiaadalah  self assessment system, dimana negara
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban
perpajakannya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai
dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan
rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang
berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung
unsur pemaksaan. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak
dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi.
Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi
perpajakan.

Pada hakekatnya, pengenaan sanksi  perpajakan
diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak
tidak melanggar norma.

c). Jenis-jenis Sanksi Perpajakan
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Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi
pajak : sanksi administrasi dan sanksi pidana. perbedaan dari
kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada
hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi
pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi
hanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) disebut sebagai bunga, denda, atau kenaikan).
1) Sanksi Administrasi

(1). Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak di
temukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait
besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah
tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka
perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran,
sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana.
Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah
pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
(2). Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas

pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih

besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase

tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu
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menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima
dibayarkan.
Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi
berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh
wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut,
jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat
ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung
dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang
tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi
kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak
memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam
menghitung jumlah pajak terutang.
(a).Sanksi Pidana
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan,
ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana,
kurungan, dan penjara.
(b).Denda Pidana
Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib
pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau
pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana
dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat

pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
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(c).Pidana Kurungan
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak
pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan
kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana
kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu
ketentuannya sama dengan denda pidana, maka
masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana
sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-

lamanya sekian.

(d).Pidana Penjara
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan,
merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.
Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan
kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib
pajak.
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur
dalam Pasal 10 KUHP yakni :
a. Pidana Pokok
1) Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat,

misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencuruan
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dengan kekerasan (Pasal 365 ayat(4), pemberontakan yang diatur

dalam pasal 124 KUHP.

Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan
seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman
penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap
berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena
diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan
karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan
maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP
yang berbunyi:

(1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu
tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah
satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk
dua puluh tahun berturut-turutdalam hal yang pidananya
Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur
hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar
pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal
batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan
(concursus), pengulangan (residive) atau Karena yang telah
ditentukan dalam pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh
lebih dari dua puluh tahun.

Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih
ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang

diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan

terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll.
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Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP

yang berbunyi :

(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan
paling lama satu tahun.

(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu
tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang
disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau
ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

4) Pidana denda
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran
juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai
alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada
hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang
jumlah maksimim, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda
diatur dalam Pasal 30 KUHP,yang berbunyi:

(1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima
sen.

(2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar
maka diganti dengan hukuman kurungan.

(3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam
bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa,
bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu
hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah
gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak
cukup, gantinya setengah rupiah juga.

(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya
delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu
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ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi
kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a.

(6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan
bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik

keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim
dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau
dalam undang-undang umum lainnya, ialah

)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;

Masuk balai tentara;

Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan
karena undang-undang umum;

Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau
pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang
bukan ankanya sendiri;

Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya
sendiri;

Melakukan pekerjaan tertentu;

Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari
jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk
pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan
pemecatan itu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka

barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau

barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil

kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk
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melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP

yang berbunyi:

(1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan
kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk
melakukan kejahatan, boleh dirampas.

(2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan
tidak dengan sengaja atau karena melakujkan pelanggran dapat
juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah
ditentukan oleh undang-undang.

(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atsa orang
yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah,
tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman
kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat
umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan
oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang
semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan
pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43

KUHP).

c. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan
citra hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran
kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan
suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk
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oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya
mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.®

Menurut teori Soerjono Soekamto, secara konsepsional inti dan arti
dari penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk
menciptakan  (sebagai “ social engineering) memelihara dan
mempertahankan (sebagai “sosial control”) kedaimaian pergaulan hidup.®

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu
diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

a. Kepastian hukum
Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum,
karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan
lebih tertib.

b. Kemanfaatan
Dimana ada manusia disitu ada hukum (ubi societas ibi ius)
maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan
hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan
sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan
bagi masyarakat.

c. Keadilan
Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah
terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu
bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat
menyamarkan.  Sebaliknya keadilan bersifat  subyektif,
individualitas, dan tidak menyamarkan. Ada juga filsafat

15 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta., hlm.vii-ix
16 Soerjono Soekamto, 1993,Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, hlm.13
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mengatakan bahwa hukum tampa keadilan adalah kekerasan
yang diformalkan.’

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri
dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance)
dan budaya hukum (legal culture).®

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif
serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan,
Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun
undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan
maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan
pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain,
budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana
hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya,
seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup
yang berenang di lautnya (without legal culture, the legal system is inert, a
dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea).'® Setiap
masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada
sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap

orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

17 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta,

him 145

18 Lawrence Friedman, 1984, “American Law”, W.W. Norton & Company, London, him. 6.

19

Ibid
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Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat
perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau
undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika
seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum
atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem
hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah,
karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu
juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua
tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek
suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk
memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata
lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri,
kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik
pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dan di balik Peradilan
Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga
seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai
komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan
wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi
olen hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti
perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat

dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan
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kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari
tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar
dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas
akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-
undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang
cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta
mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku
pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang
menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat

d. Teori Pemidanaan
Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah
sebagai berikut :
1). Teori Absolut atau Pembalasan
Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan
merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.
Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu
demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari

kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan
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penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si
pelaku harus diberi penderitaan.?

Imamanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische
Imperatif”’yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah
melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan
keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada
pendapat Imamanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law”
sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata
sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi
sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal
harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan
sesuatu kejahatan.?*

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina
sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk
dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat
dan martabatnya.

Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas dua sebagaiman
telah disebutkan oleh vos, yaitu:

a. Pembalasan subyetif, yakni pembalasan atau pemidanaan

difokuskan kepada hal yang telah dilakukan oleh pelaku tindak
pidana.

him 105

Bandung.

20 |_eden Marpaung, 2009,Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,: Sinar Grafika, Jakarta ,

2L Muladi dan Barda Nawawi Arief.. 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
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b. Pembalasan obyektif, yakni pembalasan berfokus kepada

akibat yang ditimbulkan di dunia luar dari perbuatan tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku. %2

Ciri pokok atau karakteristik teori absolute , yaitu :

a.
b.

Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk
kesejahteraan masyarakat

Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya
pidana ;

Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang
murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau
memasyarakatkan kembali si pelanggar?®

2). Teori Relatif atau teori tujuan (Utilitarian/Doel Theorieen)

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan

tuntutan absolute dan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana. Untuk melindungi

kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian),

yaitu :

. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) ;
. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan
masyarakat ;

. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat

dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja
atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;

. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat

untuk pencegahan kejahatan ;

22 Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him.27
2 |_eden Marpaung, Op. Cit, him 106.
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e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat
mengandung unsur  pencelaan, tetapi unsur pembalasan
tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan
kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.?*

3). Teori Gabungan
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar,
yaitu:

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang
perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata
tertib masyarakat.

b)Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak
boleh lebih berat dari pada pebuatan yang dilakukan
terpidana.®

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan

bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang,
karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi penegak

hukum, pelaku tindak pidana itu sendiri, korban dari tindak pidana

maupun kepada masyarakat secara umum.

d. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

2 Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika
Aditama, Bandung, hlm 26

25 Adami Chazawi, 2003, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana,
teori-teoripemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Garfindo: Jakarta, him. 162
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seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.?®

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu
mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas
culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa
asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan
berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.
Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana
berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup
kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan
(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun
kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah
satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya
itu patut dipersalahkan kepadanya.?’

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap

orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana

2 Irma Setyowati,, 2000,Hukum Pidana, ,Bumi Aksara, Jakarta , him..26.
2’Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 23.
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dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut
mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.
Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada
waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan
pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang
tersebut.?®
Menurut Utrecht, pertanggung jawaban pidana atau kesalahan
menurut hukum pidana (schuld in ruimez in) itu terdiri atas tiga anasir.
1) Toerekeningsvantbaarheid dari pembuat
Menurut Pompe, Toerekeningsvantbaarheid diartikan
kemampuan dan memiliki 3 anasir yaitu :

a. Suatu kemampuan berfikir (psychis) pada pembuat yang
memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan
menentukan kehendaknya;

b. Pembuat dapat mengerti makna dan akibat dari
kelakuannya,;

c. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan
pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).

2) Suatu sikap psycis pembuat berhubung dengan kelakuannya
yakni:

a. Kelakuan disengaja — anasir sengaja atau ;

b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai —
anasir kealpaan/culpa (schuld in enge zin).?

Pidana dapat di kenakan kepada si pelaku, disyaratkan bahwa tindak

pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

28 Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,Jakarta, HIm.. 41.
# R. Sughandi, 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya,. him 50
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dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,
seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya,dilihat dari
sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau
kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan
dari si pembuat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku
yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-
hati atau lalai

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat *°
2.Kerangka Konseptual

a. Pengertian analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah

komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam

serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta
norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. 63!

b. Pengertian dari bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 26 UU KUP

adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau

benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa

30 Moeljatno, 1993,Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta., him. 50

31 Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung,. him.
10
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sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilakukan oleh siapa saja yang dapat merugikan keuangan negara.

c. Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur
pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam
hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran.’32

d. Tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah
informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang
yang mengatur perpajakan.

e. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa
kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak
yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

f. Pengertian Faktur Pajak Fiktif menurut SE-29/PJ.53/2003 adalah Faktur

Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai

PKP, diperinci sebagai berikut :

%2 R.Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him.175-176.
3 Waluyo. Op.cit, . him 315
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Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum
dikukuhkan sebagai PKP.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan
menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang
pribadi atau badan lain.

Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh
PKP penerbit.

Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13
ayat (5) UU PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu
tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak
diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang

diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup

bahan hukum primer, sekunder dan tertier.3* Penelitian hukum normatif

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

2. Penelitian terhadap sistematika hukum;

34 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung,,

.him.39
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3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

4. Perbandingan hukum; dan

5. Sejarah hukum?®®

2.Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-

dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur yang

berkaitan dengan objek penelitian ini. data sekunder digolongkan dari sudut

kekuatan mengikatnya dikelompokan menjadi 3 bahan hukum vyaitu :

1). Bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri

dari :

Vi.

Vil.

UUD 1945

KUHPidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian

ini

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan
Singkat”,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 14
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2). Bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer sebagai
pelengkap yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukm primer  yang terdiri dari
literatur,makalah, artikel, hasail penelitian, karya ilmiah, jurnal dan

karya yang berhubungan dengan penelitian.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang terdiri dari bahan yang diambil dari media masa
seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang

memuat informasi tambahan yanng diperlukan dalam peneltian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara Studi kepustakaan data-data primer dan sekunder
dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari
dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan

dan buku-buku yang berhubungan dengan faktur pajak fiktif.

4. Teknik Analisa Data
Bahan-bahan yang telah disusun secara sitematis, selanjutnya
dianalisis dengan tehnis-tehnis sebagai berikut :
a. Deskriptif, yaitu uraian-uraian ditulis dengan apa adanya terhadap

suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.
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b. Interpretatif, yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran
dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun
diberlakukan dimasa mendatang. Metode interpretatif yang
digunakan diantaranya adalah gramatical interpretatie yaitu
penafsiran menurut arti kata dan sistematische interpretatie yaitu
penafsiran dengan mencari penjelasan pasal-pasal dalam undang-
undang.

c. Evaluatif yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan,

pernyataan rumusan norma dalam hukum primer maupun sekunder.

d. Argumentatif yaitu penelitian yang didasarkan pada alasan-alasan
yang bersifat penalaran hukum, hal ini tidak dapat dilepaskan dari
tehnis evaluatif. Dalam permasalahan-permasalahan hukum makin

dalam argumennya berarti makin dalam penalaran hukumnya.

5.Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun
secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu

kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus

é.Sistematika Penulisan
Penulisan ini tersusun secara keseluruhan dalam empat bab atau empat
bagian dengan sistematika sebagai berikut :
Bab 1, Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah,

ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka
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teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika
penulisan.

Bab I, Tinjauan pustaka, berisi penelusuran kepustakaan yang memuat hal-
hal yang berkenaan dengan tinjauan umum bukti permulaan
pengertian dan unsur-unsur pidana ,tinjauan umum pajak dan
pengertian faktur pajak da faktur fajak fiktif fiktif

Bab Ill, Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang
menyangkut kriteria bukti permulaan pelaku tindak pidana faktur
pajak fiktik dan sanksi hukumnya

Bab IV, Penutup, berisi materi yang merupakan bagian dari akhir

pembahasan tesis yang tersusun dalam kesimpulan dan saran.
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